BUPFATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024 - 2044

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANDG MAHA ESA
BUPATI PADANGC PARIAMAN,

: bahwa untuk melaksanokan Pasal 55 ayat (5] Peratumn

Pemermtah  Nomor 21 Tahun 2021  tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, periu  menetapkan
Peraturnn Bupati tentang Rencana Detall Tatn Ruang
Kawnsan Perkotann Lubuk Alung Tahun 2024 - 2044;

1. Pasal 18 myat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik [ndomnesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penatann Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negarm
Republik Indonesia Nomor 4725 scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemenntah Pengeganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentong Cipta Kera menjadi Undang-Undang
[Lembaran MNegara Hepublik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor GES6),

3, Peraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pennataan Huang [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

4. Peraturan Menterl Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Penin@auan Kembali,
Revisl, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Rusng Wilaveh Provinsl, Kabupaten, Kota dan
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Menetapkan

Rencana Detall Tata Ruang;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
tenitang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provins,
Kabupaten, dan Kota Seria Peta Rencana Detall Tata
Ruang Kabupaten/Kots (Berita Negara Republik
Indonesta Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 202040 (Lembarmn  Daerah  Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5. Tambahan

Lembaran Daersh Kabupaten Padang Pariaman Namor
2;

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANC RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN
2024-2044.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Padang Paraman.

b —

Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Ksbupaten
Padang Pariaman.

J.  Bupali adalah Bupati Padang Pariaman.

4,  Peranghkat Daerah adslah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwalolsn Hakyai Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaran urusan pemerintahan VANg
menjadi kewenangan Dacrah.

5. Magar adalah Kesatusn Masvarakat Hukum Adat
secarm geneologis dan historis, memiliki batas-hatas
dalam wilavah tertentu, memiliki harta kelkavaan
sendiri, berwenang memibhh pemimpinnya secamn
musyawarash sertn mengaiur dan  mengurus
kepentingan masyarnkat wmetempat  berdasarkan
filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ - Svara’
Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan ssal usul
dan adat [stiadat setempat dalam wilavah Provins
Summtern Barat.
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Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatunn wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
wegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya,
Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pols
ruang

Penataan Ruang adalah  suatu  sisten  proses
PETETNICANAAN (AT TUANg. pemanfaatan ruang. dan
pengendalian pemanfastan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suaty proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang vang
meliputi penyusunan dan penctapan rencana tata

l.'u-l.TI!.

Pemanfastan Ruang adalah  opaya  untuk
mewljudkan struktur ruang dan pola ruang sesuad
dengan rencana tata ruang melalul penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pemblavaannya
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya
untuk mewujipdkan tertib tata ruang

Rencana Tats Ruang adalah hasil perencanaan tata
F‘I.I.I.I'].E

Rencana Tata Ruang Wilavah vang selanjutnya
distngkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman,
Rencana Detail Tata Ruang vang - selanjutnya
disingknt RDTR ndalah rencana secarn terperinci
tentang tata ruang wilayah Kawasan Perkotman
Lubuk Alung dilengkapi dengan peraturan zonasi.
Strukiur Ruang adalah susunan  pusat-pusst
permukiman dan sistem jaringan pmsamnn dan
aarand vang berfunge sebagni pendulung kegatnn
sostal ekonomi masvearakat yang secam  hierarkis
memiliki hubungan lungsional.

Pola Ruang adalah distmibum peruntukan roang
dalam suatu wilayah vang melipunl peruntukan
ruang untuk fungsi indung dan peruntukan reang
wntuk fungsi budi dayva.

Wilayah adalah ruang vang merupakan kesatuan
geogrnfis besertn segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya  ditentukan  berdasarkan aspek
administratil dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya diminghkat WP
adalah begian dard kabupaten/kota dan/atau
kawasan strategts kabupaten/kota vang akan atau
perlu disusun RDTR-nya, sesual arshan atau yang
ditetapkan di dalam RTREW HKabupaten Padang
Paraman
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Sub  Wilavah Perencanaan wang  selanjutnya
disingkat SWP adalah bagian derl WP yvang dibatasi
dengan batasan fisik dan terdin atas beberapa biok.
Blok adalah schidang lahan yang dibatasi sekurang-
kur&ni;m'u oleh batasan fisik yang nyats seperti
Jurngan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,
salumn udara tegangan ekstra tingei, dan pantai,
atiau vang belum nynts seperti rencana jaringan
jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang
nejeriin sesusi dengan rencana kabupaten.

Zona Lindung adelah kawasan yang ditetapkan
dengan  fungsi utama  melindungi  kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumbser  dayn
alam dan sumber dava buatan.

Zonm Budi Daya adalah lawasan yang ditetaplan
dengan fungsi utama untuk dibudidavakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber davae alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan,
Pusat  Pelayanan  Kota/Kawasan  Perkolaan
merupakan pusat pelayanan  ekonomi, sosdal,
dan/atiu  sdministrasd vang melavani  seluruh
wilavah kota dan/atau regional

Sub Pusat Pelavanan Kota/Kawasan Perkotaan
merupakan pusat  pelayvanan  ekonomi, sosial,
dan fatiu administrasl vang melayani sub wilayah
bota,

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah  pusat
pelayanan ekonomi, sosial dan/fatau administrasi
lingkungan permukiman yang melayani  wilayah
lingkungan permukiman lkota.

Pumat Lmghungan Kecamatan adalah  pusist
pelayanan ckonomi, sosial, dan/atau administrasi
pada linghungan permukiman kecamatan.

Pusat Lingkungan Keluraban/Desa adalah pusat
pelayanan kegiatan ekonomi. somal, dan/atau
adminietrasi lingkungan permukiman skala satu
kelurahan dan/atau wilayah kelurahan sekitarnya;
Jalan Arteri Primer adalah  jalan  vang
menghubungkan secarn berdava guna antar pusat
kegiatan nasional &tsu Anterd  pusatl  kegiatan
nagsional dengan pusat kegintan wilayah.

Julan Kolektor Primer  adalah  jalan  yang
menghubungkan secarn berdaya gunn antam pusat
kegiatan nasional dengan pusat keglatan lokal, antar
pusal keglatan wilayah, atau antara pusal kegiatan
wilavah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan Kolektor Sekunder ndelah jalan  yang
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan
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kawasan selunder kedua atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan  Llokal Primer adalah  jalan
menghubungkan secara  berdaya  guna pﬂ
kegiatan  nasional dengan  pusat  kegiatan
lingkungan, pusal kegiatan wilayah dengan pusar
kegiatan lmgkungan, aniar pusat kegintan lokal,
atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan
lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan
dalan  Lingkungan Primer adalal jalan  yang
menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam
kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan
kawasan perdesian

Jalan Tol adalah jalun umum vang merupakan
bagian sistem janngan jalun dan sebagai jalan
ﬂ']l'*ﬂﬂ-l yang penggunarya diwafibkan membayar
tal.

Terminal Penumpang Tipe C adalah  terminal
penumpang vang berfungsl melayani kendorman
penumpang umum untuk angkutan kota [AK) dan
angkutan perdesaan (ADES).

Jaringan Jalur Kereta Apd Antarkotn adalah jalur
kereta api antarkotn vang melintasi  wilayah
kabupaten /kota untuk melayan perpindahan orang
dan fatau barang

Stasiun Kereta Api afdalah prassrana kereta &pi
schagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian
kereta api

Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian
kereta apd untuk keperluan naik turun penumpang
kelas besar berdasarkan pengkiasifikasinn stasiun
kereta apt dengan jumlah penumpang lebdh dari
10,000 orang per hari

Jembatan adalakh Jalan vang terletak i atas
permubann air dan /atau di atns permukaan tanah
Saluran Udam Tegangan Tingg adalah Saluran
terapn ltstrk yang menggunakan kawat telanjang
Jkonduktor di udara bertegangan nominal 33 KY
sampai dengan 230 kV |

Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawal telangang
fpenghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV
sesuni standar di bidang ketenagalistrikan

Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran
tenage listrik yang menggunakan kawat di udara
bertegangan di 220 volt sampal dengan 1000 volt
sesual standar di bidang ketenagnlintrilkan,
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kawasan sekunder kedun atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga,

dalan  Lokal Primer adalah  jalan  vang
menghubungkan secarm berdayn guna  pusat
kegiatan  nasional  dengan  pusat kegintan
Iing};un_un, pusat kegiatan wilavah dengan pusat
kegiatan lingkungan, antar pusat kegintan lokal,
Atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegintan
lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan,
Jalan  Lingkungan Primer adalah jalan  yvang
menghubungknn antar pusat kegiatan i dalam
kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan
hawnnnn perdosan.

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan
Dagian sistem jaringan jalan dan eebagni jalan
nasional vang penggunanya diwajibkan membayar
tol

Termmal Penumpang Tipe C adalah  terminal
praumpang yvang berfungsi melayani kendarman
pranumpang umum untuk  angkutan kota dan
angkutan perdesaan.

Jaringan Jalur kereta Api Antarkota adalah jalur
keretm apl antarkota yang melintasi  wilavah
kahupaten /kota untuk melayani perpindahan orang
dan/atay barang:

Stasiun Kereta Apl adalah prasarana kereta api
schagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian
kereta apd

Stasiun Penumpang kecll adalah tempat perhentian
kereta apt untuk keperiuan nalk turun penumpang
kelar besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun
kereta api dengan jumlah penumpang letsh dan
1 0.000 arang per han.

Jembatnn ndalah Jalan yang terletak di atas
permulman air dan /atau di atas permukaan tanah,
Safuran Udara Tegangan Tinggl adalah Saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
fonduktor di udara bertegangin nominal 33 kV
mimpai dengan 230 kY

Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran
tenaga listrik vang menggunakan kawat telanjang
/penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV
sesuai standar di bidang ketenagnlistrikan.

Saluren Udaras Tegangan Rendah adalah saluran
tenagas lstrik vang menggunakan kawat di udam
bertegangan di 220 volt sampal dengan 1000 volt
seauni standar di bidang ketenagalistriknn,
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Gardu Lisuik adalah Bangunan sebagai tempat
distribusi arus listrik

Cardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan darl jaringan subtransmis
menjadi tegangan menengah,

Gardu Hubung adalah gardu vang berfungsi untuk
membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu
distribusi

Jaringan Tetap adaiah satu Kesaituan
pemyelenggnman  jaringan  telekomunikasi  untuk
layanan teleliomunikasi tetap, termasuk pipa,/lkabel
bawah laut telekomunilosi

Jdaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikas
utnma vang berbasis serat optik, menghubungkan
antar ibu kota provinsi dan/atou antarjaringan
lainnva yang menghubungkan kota/kabupaten
schingga terbentuk kKonfigurasi ring (ermasuk
pipa/kabel bawah laut telekomunikasi

Jarmgan Hergerak Seluler adalah jarmgan yang
melavani telekomunikas: bergerak dengan teknolog
scluler di permukaan bumi.

Mennma HBase Transoeiver Stofion adalah bangunan
schagni tempat vang adalah pusat automatisasi
sambungan telepon

Jaringan Irgasi Primer adalah bagian dan jaringan
irignsl vang terdirl atas bangunan utama, saluran
induk/ primer, saluren pembuangannya, bangunan
bagl, angunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnva

Jaringan Irignsi Sekunder odalah bagan dari
jarmgan mgas yang terdin atas saluran sekunder,
salumn pembunngannvi, bangunan bagl, bangunan
hagl-sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnyn.

. Janngan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang

berfungei sebagai prasarana pelayanan air irigasi
dalam petak tersier yang terdin atas saluran ferser,
saluran kuarter dan saluran pembuang. boks teraier,
boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau
penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut
Al minum

Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan
vang berfungsi scbagal pengambilan dan  atau
penvedia air baku

Unit Produksi adalah infrastrukiur yang dapat
digunakan untuk proses pengolnhan air  baku
menjadi air minum melalul proses fisika, kimia,

FRFEAF Tim

EETUA ART

4
h’\ﬁhf ff ;




57

60

il

b3

&T.

d_:n,f.nau biologl, termasuk pipa/kabel bawah laut
nir minum

Jarmgan Transmisi Air Minum adalah pipa yang
digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk
pipa/kabe! bawah laut air minum.

Unit Distribusi adalah sarana pengaliran alr minum
dan  bangunan penampungan sampai  umit
pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air
(i ETTT i

Janngan [istribusi Pembag adalah pipa vang
digunakan untuk pengalimn  Air Minum  dar
bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
Insialasl Pengelolaan Alr Limbah Kota (PAL untuk
cakupan pelayanan skala perkotasn

Tempat Penampungan Sementara adalah Tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolahan, dan/atau tempai pengolahan sampah
terpadi

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk
menampung dan mengahirkan air lehih dar saluran
draingse sckunder dan menvalurkan ke badan air
penerima,

Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk
menampung air dar saluran drainase tersier dan
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer,
Jaringan Drainase Tersier sdalah jaringan untuk
menerima  air  dari  saluran  penangkap  dan
menyalurkannva ke jaringan drainase sekunder,
Jalur  Evakuasi Bencana  adalah  jalur  vang
menghubungkan hunian dengan TES dan jalur vang
menghubungkan TES dengan TEA.

. Tempat Evakuasi adalnh tempat vang digunakan

untuk kegiatan memindahkan korban bencana dar
loknsi bencana ke tempat vEng aman aleu
penampungan  pertama  uniuk  mendapatian
tindakan penanganan lebih lanjut.

Tempat Evakuasi Sementaran adalah 1empat
berkumpul sementara bagl pengungsl yang dapat
berfungsi sebagal tempat hunian sementara saat
terjadi bencana alam geologi vang juga berfungsi
sehagal pos informas bencana.

Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul
akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai
tempat human sementara saat terjadi bencana alam
geologi vang juga berfungsi sebagal pos informasi
bencana.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungm
dan kamkteristik spesifik.,
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Zonn Badan Air dengan kode BA adalah  air
permukaan  bumi vang berupa sungad, danau,
embung, waduk. dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempnt dengan kode PS adalah
daerah  yang diperuntukkan  bag  keglatan
pemanfaatan lahan vang menjunjung tingg nilal-
nflal luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk
melindungl dan mengelola lingkungan hidup sscars
lentarl, merin dapat menjagan  kelestarian jumlsh,
kualitas penyediaan watn air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfastan air dand sumber-
sumber mir, termasuk didalamnva kawasan kenrifan
lokal dan sempadan yang berfungsl acbagal knwasan
indung antara lain sempadan pantal, sungal, mats
alr, situ, danau, embung, dan waduk. serta kawasan
lainnya yang memiliki fungsl perlindungan setempat.
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah
area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok yang
penggunaannya lebih  bersifat  terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
AL P Yang BETIZA)A ditanam, dengan
mempertimbangkan aspele fungsi ekologis, resapan
air, ekonomi, sostal Dudaya, dan estetika

Zonn Badan Jalan dengan kode B adalah bagian
jalan yang berada i antara km-lom jalan  dan
adalah lajur utama yang meliputl jalur Wlu ntas
dan bahu jalan.

Zona Pertaninn dengan kode P adalah peruntukan
ruang atau kawasan vang dislokasikan dan
memenuhl  kreiteria  untuk  bodd  deve LSRR
pangan, hortilcultura, perkebunan, dan petermakan.
Zona Pembangkitan Tenags Listrik dengan kode PTL
adalah  Peruntukan ruong wang mendukung
kegiatan memprodulkel tenaga lntrk.

Zona Perumahan dengan Kode R adalnh peruntukan
ruang yang terdinl atas kelompok rumah tinggal vang
mewndahi kehidupan dan penghidupan masvarakat
vang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Zona Rarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
adilah  peruntukan ruang vang dikembanghan
untuk menampung fungsi kegiatan vang berupa
pendidilan, kesehatan. peribodatan, sosisl hodsys,
olabrugn dan rekreasi, dengan fasilitasnva dengan
skaln pelavanan kota, kecamatan, kelurahan dan
Rukun Warga

Zona Fuang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
adalah ruang terbuka di bagian wilavah perkolaan
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yang tdak termasuk dalam kategori RTH, berupa
lahan yang diperkeras.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah
peruntukan ruang yang difungeilan  untok
pengembangan  kegiatan usaha yang bersifat
komersinl, tempat bekerja, tempat berusaha, seria
tempat hiburan dan rekreasi, serta  fasihitas
wmum,/sosinl pendukungnyn.

Zona Perkantoran dengan kode KT adalah
peruniuksn  rang  yvang  difungsikan  unruk
pengembangan  kegiatan pelayanan pemerintahan
dan tempat bekerjn/berusaha, lempat berusaha,
dilengham denigan fmikitns wirmarn  osial
pendukungnya

Zona Transportasi dengan kode TR adalah
peruntukan ruang vang adalah bagian dar
peruntulan budi daya yang dikembangkan untuk
menampung fungsi transportasi skala regional
dalam upayva unfuk mendukung kebljakan
pengembangan sistem transportasi yang tertuang di
dalam rencana tata ruang yang meliputi transporiasi
dart, udar, dan Inut.

Sub-Zona adalah suatu bagan darl sona vang
memiliki funpgsl dan karakteristik tertentu vang
adalah pendetailan dari fungsi dan karakteristik
pada Zona yang bersangkutun

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah
lahan terbuka vang berfungsl sosial dan estetik
schagai sarmna kegininn rekreatl, cdukasi atau
kegintan lain yang ditujulkan untuk  melayani
peniluduk satu kota atau bagian wilayah kotn,
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3
sdalah taman vang ditujukan uvntuk melayani
penduduk satu kecamatan.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4
adalnh taman vang ditujukan untuk  melayani
penduduk satu kelurahan.

Sub-Zoma Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah
penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungs
utama sebagii tempal penguburan jenazah. Selain
itu jugn depat berfungsi sebagai daerah resapan air,
tempat  periumbuhan berbagal  jenis vogetasi,
pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung
scrin fungsi  sosial masyarakat disekitar sepert
beristimhat dan sebagal sumber pendapatan.
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah
jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap
lainnyn yang terietak i dalam ruang milik jalan
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(RUMELIAI maupun di dalam ruang pengawasan jalan
(RUWASJA}, Sering disebut jalur hijau karena
dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman vang
pada umumnya berwarma hijau

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah
peruntulan ruang lehan basah benngas, rmwa
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
berivigasi  neérta  lahan lering potensial  untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan
Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah
peruntukan ruang lahan kering potensial untuk
pemanfastan  dan  pengembangan  tanaman
hortikulium secars monokultur maupun tumpang
wiLri,

Sub-Zona Perkcbunan dengan kode P-3 adalah
poruntukan ruang vang memiliki potensi untuk
dimanfantkan dan dikembangkan baik pada lnhan
basah dan/ atau lahan kering untuk komoditas
perketunan,

Sub-Zona Peotermakan dengan kode P-4 adalab
peruntukan ruang yang wsecarm khuwus
diperuntukkan untuk kegiatan petermakan atau
rerpadu  dengan komponen usaha ani (berbasis
tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau
perikanan) berotentasi ekonomi dan berakses dan
hulu sampal hilir

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg dengan kode
R-2 adalah peruntukan ruang vang difungsikan
untuk tlempat tinggal atan hunian  dengan
perbandingan yang besar antara jumlah bangunan
rumah dengan luas lahan,

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan
hﬂﬂﬂﬂdﬂlﬂhpﬂmﬂmkﬂnrﬂmgym;dﬂunpﬂhn
untik tempat tinggal atau  hunian  dengan
perbandingan yang hampir seimbang antara jumiah
bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zana Perumahan Kepadatan Fendah dengan
kode H-4 adalah peruntukan ruang vang difungsikan
untuk tempat tinggal atau  hunian  dengan
perbandingnn vang kecil antara jumlah bangunan
rumih dengan luas lahan,

Sub-Zona SPU Skala Knotn dengan kode SPU.1
adalah peruntukan ruang vang dikembangkan
untuk melavan! penduduk skala kota,

Sub-Zona SPU Bkala Kecamatan dengan kode SPU-2
adalah  peruntukan ruang yang dikembangkan
untuk metayan! penduduk skala kecamatan.
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode 8PU-3
adalah peruntukan ruang sang dikembangkan
untuk melayani penduduk skala kelurnhan.
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan
kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan
untuk pengembangan kelompok  kegiatan
perdagangan dan/atau jasa, tempat bekena, tempat
berusaha, tempnt hiburan dan rekreansi dengan skala
pelavanan Kota,

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2 adalah peruntukan ruang vang difungsikan
untuk pengembangan kelompolk kegiatan
perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempal
berusaha, tempat hiburan dan rekreast dengan skala
pelayanan WP,

Eetentuan Pemanfastan Ruang adalah  upaya
mewijudkan RDTR dalam bentuk indikas program
pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka
wakiu perencanaan 5 (Uma) tahunan sampal akhir
tehun masa ;

Kesesumian Kegiatan Pemanfaatan Huang yang
selnnjutnva  disingkat KKPE adalah  lkesesuntan
anturn rencand kegintan Pemanfaatan Ruang dengan
Rericana Tata Kuang

. Kemfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfnatan Ruang

vang selanjutnyn distngkat KKKPR adalah dokumen
yang menyatakan kesesusian  antars  rencinu
keglatan Pemanfantan Ruang dengan RDTR
Pernturan Zonusi adalah keleniuan vang mengatur
tentang persyaratan  pemanfaatan  ruang  dan
kelentuan  pengendalisnnya dan  disusun  untuk
sctinp Dlok atau zona peruntukan yang penctapan
gonanva dalam RDTR.

Aturan Dasar adalah persyaratan pemanfastan
ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunasn
lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
ketentuan tata bangunan, kelentuan prasarana dan
marana munimal, ketentuan  khusus, dan/atau
ketentuan pelaksanaan.

Kocfisien  Dasar  Bangunan  yang  selanjutnys
disingknt KDB adalah koefisien perbandingan antars
hige luntmi dasar hanginan gedung dengan luss
persil/ kavling,

Koellslen Lantal Bangunan yang selanjutnya
diminglat KLD adalah koefisien perbandingan anisrs
luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
persil/ kaviing,
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105, Koefisien Dasar Hijau vang selanjutnya disinghst
KDOH adalah anghka prosentase perbandingan antara
luas selurub ruang terbuka di Juar bangunan

gedung Vang diperuntukkan bagi
pertamanan | penghijauan dengan luas
perail fkaviing.

106, Ketinggian Bangunan vang selanjutnyn disingkat TH
adilah tinggi maksimum bangunan gedung yang
diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dan jarak
maksimum puncak atap bangunan terhadap
permukaan tanah vang dinvatakan dalam satuan
meter,

107. Carls  Sempadan  Bangunan yang selanjutnya
disingkat GSB adalah |arak mMinimUm antiars gans
pagar terthadap dinding bangunan terdepan. GSB
ditetapkan dengan mempertimbangkan kesclamatan,
resiko  kebakaran, keschatan, lkenyamanan, dan
estotika.

108 Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya
disingkat JBAB adalnh jarak mimimum bangunan
yang ditminkan dengan jammk bangunan antar
bangunan sebelahnya.

104, Jarak Bebas Belakang vang selanjutnya disingkat
JEB adalah jarnk minimum antara garis batas petak

terhadnp dinding bangunan terbe

110 Jarak Bebas Samping vang selanjutnym dininghat
JBS adalah jarak minimum antars batas petak
smpirg terhadap dinding bangunan terdelat.

111 Ketentuan Khusus adalah ketentuan vang mengatur

nfaatan zona yang memilila fungs khusus dan
diberlakukan ketentuan khusus sesual dengan
kamkiensiilk gona dan kegiatannya,

112.Grang mdalah orang perscorangan dan/atau
korporast

113 Masyarakat adalah orang persearangan, kelompolk
orang termasub masyarakat hulam adal, korpormsi,
dan/stau  pemangku  kepentingan nonpemerintah
lain dalam penyelenggaran Penatann Ruang,

Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalarm Peraturan Bupati ini
meliputi;
. WP,
tujilan penataan WP,
rencana Struktur Ruang
rencans Pola Ruang:
Eetentuan Pemanisatan Ruang
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{ Peraturan Zonasi: dan
g Kelembagaan.

BaB 1l
WP

Pasnl 3

1] WP schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o,

(]|

(E]

berdasarkan delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk
Alung ditctapkan scbagal WP Il berdasarkan aspek
fungaional dan administrasl dengan luas 3.713.40
(tign ribu tjuh ratus tiga belas koma empat nol)
hekuare,

Batns WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung

-H:ua:lminl pada ayat (1) melputi:

Sebelah  utara  berbatasan dengan  Nagan
Singguliang. Negari Lubuk Alung dan Nagan
Pamsa Laweh;

b, Sehelah selatan berbotasan dengan Kecamatan
Hatang Anal dan Nagari Buayan;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagan Pasia
Laweh dan Nagan Lubuk Alung: dan

d  Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Balah
Hilin, MNagan Sungnl Abang dan Nagan
Pungguang Kasink

Delineasi WP Kowasan Perkotaan Lubuk Alung

sebagaimana dirmaksuil pada avat | 1) mebiputi:

A Nagari Balah Hilia seluns 616,61 [enam ratus
enam belas koma enam satu) helitare;

b Nagari Buayan Lubuk Alung seluas 181 40
(seratus delapan pulub satu koms empat nol)
hekisre,

¢ Nogari Lubuk Alung seluas 141748 (seribu
empat ratus tujub belas koma empat delapan|
hektare;

d. Nagari Pasia Laweh seluas 20091 idua rmatus
koma sembilan satu) heltare;

e, Magan Punggung Kaslak scluas 105,57 |seratus
lima koma lima wjuh) helktare;

f. Nagan Singguliang seluas 103,52 [seratus tiga
koma Hma dua) hektare;

B MNagan Sungni Abang seluas 129.4] [seratus dua
puluh sembilan koma empat satu) helaare;

h. Nagari Sikabu seluas 370,34 (tiga ratus tujuh
puiuh koma tiga empat] hekiare; dan

L Magarni Salibutan seluas 588,16 (lima ratus
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delapan puluh delapan koma satu enam) hekiare.

(4] Delineasl WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dibag menjad:
4 [empat] SWP, terdirt atas:

A SWP LA dengan luas 1.212.45 (seribu dua ratus
dus belas koma empat lima) hekiar, melipon
Nagari Balah Hilia, Nagari Buayan Lubuk Alung,
Nagarn Pungguang Kasiak, Nagan Singguliang
Nagari Surngai Abang, Nageri Sikabu, Nagar
Lubuk Alung yang terbagl menjadi 20 jdua puluh)
blok, meliputi:

1. Blok ILA.] seluaa 124,99 [seratua dua puluh
empat komn sembilan sembilan) hektare,

2. Blok 1ILA.2 seluas 3220 (tga puluh dua
koma dun nolj heldare;

3. Blok MLA.3 setuan 47,10 jempat puluh tujub
koma satu noll hekiare,

4. Blok lLAA4 seluas 2576 (dum puluh lma
koma tujuh enam) hektare,

5 Hiok ILAS seluas 5572 [lima puluh lima
koma tujuh dua) hektare,

6. Biok ILAG, seluas 10293 [seratus dua koma
sembilan tigal hektare,

7. Blok LAY, seluns 105,75 {seratus Hma koma
tujuh lima) hektare;

B Blok MAB seluas 48,73 (empat puluh
delapan koma tujuh tiga) hektare;

9. Blok HIAO, seluas 7342 {tujuh puluh tigs
loma empat dua) helktare;

10. Blok (1A 10, seluas 63,77 (enam puluh dua
koma tujuh tujuh) hektare,

11, Blok OLA.11, seluns 118,63 (seratys delapan
belas koma enam tiga) hektare;

|2 Blok HEALZ, weluas 21,85 (dua puluh satu
koma delapan lma) hektare;

13. Blak HLA13, seluas 12,41 (dua belas koma
empat satu) hektare;

14, Blok [ILA.14, seluas 41,69 fempat puluh satu
koma ernam sembilan) helaare;

15 Blok NLA.15, seluas 103,57 (seratus lima
koma limna tujuh) hekiare;

1% Dok [ILAOG, seluas ZB69  jduns pulut
delapan koma enam sembilan) hektare:

17. Biok [LA.IT, seluas 56,38 (lima puluh enam
koma tign delapan) hektare,

18.Blok 1LA1S, seluas 1845 [delapan belas
koma empat lima) hektare:
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19. Blok [LA.19, seluns 73,74 (tujuh puluh tiga
korma tujuh empat) hektare; dan

20. Blok 111L.A.20, seluas 5567 (lima puluh lima
koma enam tujuh) helitare.

ABWP LB dengan luas 1 18926 (seribu seratus

delapan puluh sembilan koma dun enam) hekmr,

meliputi Nagar Lubuk Alung, dan Nagan Sikabu,

vang terbagi menjadi 10 (sepulub) blok, meliputi

1. Blok L.B.1 seluns 11166 (sermtus sebelas
koma enam enam) hektare;

4. Blok HNLBE2 seluas 16603 [seratus enam
puluh enam koma nol tigal hektare;

3. Bilok M1.8.3 seluns 297,10 jdua ratus sembilan
puluh tujuh koma satu nol) helcdare,

4. Blok NLB4 seluas 51.22 (ima puluh satu
koma dun dua) hektare,

5, Blok [L.B.5 scluan 149.38 (seratus cmpat
puluh sembilan koma tiga delapan) hektare,

6, Blok IILB.6 seluas 43,53 [empat pulub tiga
koma lima tiga) hektare,

7. Blok ULA7 selunn 71,64 [tujuh puluh satu
koma enam empat) hektare,

B Dlok [11.D.8 seluan 186,47 [seratus delapan
puluh enam koma empat tujuh) hektare,

9. Blok lILB.9 seluas 44,78 [empat puluh empat
koma tujub delipan) hektare; dan

10, Blok [I1.B, 10 seluas 67 45 jenam puluh tujuh
koma empat lima) hektare,

. WP lILC dengan luas 723,10 [tujub ratus dua

pulub tiga koma satu nol) hektar, meliputi Nagani

Lubuk Alung, dan Nagari Salibutan, yang terbagi

menjadi 7 (tujuh) blok, meliputi;

1. Blok [IL.C.1 seluas 58,79 {kma puluh delapan
koma tujuh sembilan] hektare;

2 Blok ILC.2 seluns 76,15 jtujuh puluh enam
homa satu limaj hektare;

3 Biok [I1.C.3 seluas 318,93 (tiga ratus delapan
belas koma sembilan tiga) hektare;

4, Blok HLC4 seluar 51,39 (lima puluh satu
koma tign sembilan) hektare,

3, Blok [L.C.5 seluas 72,49 [rujuh pulub dua
knima empat semhbilan) hektars:

6. Blok I.C.6 seluas 4385 {empat pulub tiga
koma delupan lima) hektare; dan

7. Blok N.C.7 scluns 101,51 (sermtus saty koma
lirma satu) hektare.

. WP LD dengan luae 588,49 (lima ratus delapan

pulub delapan koma empat sembilan) hektar,
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meliputi Nagari Lubuk Alung, Nagar Salibutan
dan MNagarl Pasian Laweh, vang terbag menjadi 6
l;.-_-ﬂuml biok, meliputi:

2

3

Blok NL.D.1 seluan 46,37 (empnat puluh enam
koma tign tujuh) heloare;

Blok 01.0.2 seluss 104,34 (seratus empat
koma dua empai] hekiare,

Blok 11.D.3 seluas 182 84 [seratus delapan
puluh dua koma delapan empat) helktare;

Blok 111,04 seluas 54,12 (lima puluh empat
koma satu dua) hektare;

Blok [ILD.5 seluas 76,73 (tujuh puluh enam
ko tujuh tigs) hektare, dan

Blok [ILDG seluas 124,19 (seratus dua puluh
empat koma satu sembilan) hektare

(5] Peta Delineasi WP Kawnsan Perkotann Lubuk Alung
schngaimans dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometn dan ketelitian
detail informasi 1:5.000 (satuw banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran | yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAR 111
TUJUAN FENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b untuk mewujudkan kawssan perkotasn Lubuk
Alung sebagal pusat perekonomian vang produkef
berbasia perdagangan dan jasa dengan memperhatikan

mitigasi bencana,
BAH IV
RENCANA STHUKTUR BUANG
Bagtan Kesatu
Utnum
Pasal 5

(1) Rencana Swukiur Ruang sebagaimans dimaksid
dalam Fasal 2 huruf e, meliputs:

fRMTR

rencana pengembangan pusat palayansn:
FENCANS JAringan [ransportasi;

FENCANE (ATTNERN snerg);

rencana jaringan telekomunikaa;
rencana jaringan sumber dava air;
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reEnCATA jaringan air minum;

rencana pengelolaan air imbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahava dan beracun;

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

TENCANA jaringan prasarana lainnya

{2} Rencana Struktur Ruang sebagnimana  dimnksud
padn ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian  geometrt dan  ketelitian - detail informasi
skitla 1:5.000 (satu banding bHma rbu) tercantum
dalam Lampiran [ vang merupakan bagian tidak
terpiaahkan dari Peratirin Bupati ini,

Bagan kedua
Kencana Pengembangan Pusat Pelayanan

|_'..=. *—.

Pasal 6

{1} Rencana pengembangan pLisai pelayanan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf
a, meliputt:

. Pusat Pelayanan Kots/Knwasan Perkotaan;

b Sub Pusat Peluyanan Kota/Keawasan Perkotaan;
dan

. Pusat Pelavanan Lingkungan,

12) Pumat Pelayanan Rota /Kawasan Perkotaan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huref a berada
di SWP M1.A Blol 111.A.9.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
sshagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada
pauda
a. SWP HLA Blok IILA.T; dan
b SWF IILE Blok IN.B.7

(4] Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada nvat (1) hurul ¢, meliputi:

i Pusat Lingkungan Kecamatan, dan
b. Pusat Lingkungan Kelurahan /Desa.

(5} Pusal Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksaud
padn ayvat (4] huruf a, berada di SWP I1LA Blok I11.A.5

{6) Pusal Linghungan Kelurshan/Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada:

a. SWP LA Blok IILAT, Blok 1I1.A.15, Blok 1IL.A17,
dan Blok Il1.A.19,

b. SWP M.B Blok i11.5.2 dan Blok 111.B.8; dan

c. SWPIILD Blok LD 2 dan Blok 111.D.6

(7] Rencana pengembangan pusat pelayanan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometr dan ketelitian
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(F ]

(3]

(4]

detail informani skala 1-5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum  dalam Lampiran [l yang merupakan
bagian tidak rerpisahian dan Peraturan Bupatl ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportiasi

Panal 7

Rencana  jaringun transportasl  sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) hurif b meliputi

a. Jalan Arteri Primer;

b. Jalan Kolektor Primer;

¢. Jalan Kolektor Sekunder;

d. Jalan Lokal Primer;

e, Jalan Lingkungan Primer,

f. Jalan Tok

g Terminal Penumpang Tipe C;

h. Jembatan;

{. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

J. SBtamiun Kercta Api

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pads ayat

[ 1) hurufl a, meliput ruas

a.  Kuraitafi - Lubuk Alung melalui SWP LA,

b. Lubuk Alung - Sp. Duku melalui SWP lILA; dan

c. Sicincin - Lubuk Alung melalui SWP 1A

Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huraf b, meliputi ruas Duku - Sicincin

mefalui SWP IILA, SWP LB, dan SWP IIL.C.

Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, meliputl ruas:

o Jaln Buayan - Padang Kunik melalui SWP I1LA;

b. Jalan Jambak - Katapinng melalui SWP I1LA;

e. Jalan Jambok - Lubuk Simantuang melalui SWP
NLA, SWP LB, SWP ILC, dan SWP [

d. Jalan Jambak-Lubuk Simantung melalyl SWP
I.C dan SWP.Dy,

e .Jalan Kampung Sabalah - Padang Kunyit melalui
SWPIn A,

[ Jalan Pasar Lubuk Alung - Asam Pulau melalul
SWP LA,

g Jalan Pasar Lubuk Alung - Teluk Belibi melalui
SIWP LA,
Julan Pungguang Kasiak - Batang Kambaru
melalui 8WP LILA;

L .rlln!an Pungguang Kasiak - Sei Abang melalul SWP
LA;
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j.

k.

Jalan Simpang Sikabu - Bimpang Batuang melalui
SWP IILE;

Jalan Sungal Abang - Singguliang melalui SWP
MLA; dan

Jalan Teluk Belibi - Jambak melalui SWP [ILA.

(5) Jnlm Lokal Primer sebagaimans dimaksud pada ayat
(1) huruf d, meliputi ruas

%)

Jalan Jamaludin melalui SWP 1118,

Jalan Kayu Oadang - Suranti Hulu melalui 8WP
I B;

Jalan Koto Buruk - Padang Pulai melalui SWP
LA,

Jalan Salisikan - Sironjong melalul SWP [11.B;
Jiulan Saliatkan - Surantih melalul SWP ULB;
Jalan Simpang IV Balanti - Kabun melalui SWP
In.m;

Jalan Simpang IV Belanti - Kabun melalui SWP
1. B; dan

Jialan Lokal Primer lannya melalui SWP [ILA, SWP
IM.B, SWPILC, dan 3WP [I.D.,

Jalan Linghungan Primer sebagumana dimaksud
paiia myat (1) huruf e, meliput ruas:

e

F WmEAa@n

H

£ wmes=

Jalan Helanti - Palak Pisang melalui SWP [ILB;

Jalan Bulki! Baling - Masjid Raya Sungai Buluh

Bulimkan melalui SWP 11LB;

Jalan Gamaran - Salibutan melalui SWP 11D,

Jalan Gg Mentan melalul SWP I1LA;

Jalan Gg. Sepakat melalul SWP I11LA;

Julan irignsi melatul SWP LA

ﬂ?]nﬂ Jambak - Kampung Sabalah melalui SWP
A

Jalan Kampung Jambak - Koampung Tangah

melalui SWEP HLA:

Jalan Kampung Jambak - Padang Pulai melalui

SWP LA

Jalan Kampung Sikumbang - Kabun melalul SWp

ML A;
Jalan Kampung Suduik - Kamp. Alai metalui SWP
.o,
Jalan Kayu Cedang - Sumnti Hulu melalul SWP
lL.B;

Jalan Komp. Kampung Ladang Rimbo Panjang
melalul SWP LA,

iilan Lapangnn melalul SWP I A;

Jalan Palayangan - Balah Hilir melalui SWP [1LA;

Jalan Pasa Kandang - Simpang Jambak melalui
SWPIILA;

Jalan Sikabtw - Belant melalui SWP 111LB;
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r. Jalan Simpang Barebeh - Limpeh Pageh melnbu
SWP LG

. Jalan Simpang Koto Buruk - Singguling melalui
BWP IITA;

t. Jalan Simpang Mesfid Nuril Iman - Belanb
melalui SWP 111 B;

u. Jalan Simpang Rakik - Kampung Koto melalui
SWP LB dan SWP IILC;

¥, Jalan Stasiun Kereta - Sei Abang melalul SWP
A

w. Jalan Surantiah - Parak Pisang melalul SWP LILB;

x. Jalan Teluk belibi - Rawang Lokan melalul SWP
TLA; dan

¥, Jalan Lingkungan Primer lainnya melalui SWP
LA, SWFP LB, SWP IIL.C, dan SWP lILD.

71 Jalan Tol sehagaimana dimaksud pada avat (1] huruf
{, meliputi ruas Pekanbaru - Padang melalui SWP
A, SWPFILB dan SWPII.C.

{8) Terminal penumpang tipe C scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g meliputi terminal penumpang
tipe C berada pada SWP 111.A Blok 111.A.5

19 Jembatan sebagnimana dimakeud pada avat { 1] humal

h, berada pada:

A SWP LA Blok NNLA2, Blok NLA4, Bliok LAG,
Bk WWL.AT7, Blek NL.A9 Hlek NLALl, Blok
NLA.12, Blok ULA.15, Blok NTLA.19, dan Blok
LA 20;

b. SWP lILB Biok MLB.1, Biok 1ILB.2, dan RBlok
.B.5; dan

c. BWPILC Blok NLC.) dan Blok LILC.5

(10} Janngan Jalur Kereta Api antarkota sshagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf i, meliput jalur:
A Lubuk Alung - Padang melalul SWP LA, dan
b, Lubuk Alung - Naras melalui SWP IILA,

(11] Swmsiun Kereta Apl sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf | vaitu stasiun penumpang kecil Lubuk
Alung berada di 8WP LA Blok ITLA9.

[12] Rencana  jaringan  fransportasl  sehagnimana
dimaksud pada ayat (1] digambarkan dalam peta
dengan tingkat leetelitian shals 15000 (satu banding
lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V

yang meripakan lbagian tdak terpisahkan  dar
Pernturan Bupati ini.




Bagian Keempat
Rencana Jarmgan Energi

Pasnl &
(1) Rencana jaringan energl  sebagnimana  dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:
. Saluran Udara Tegangan Tinggi:
b, Saluran Udara Tegangan Menengah;
. Saluran Udara Tegangan Hendah; dan
d. Gardu Listrik.

(3) Saluran Udara Tegangan Tingg sebagnimana
dimaksud pada avat (1) huruf &, terdin stas:

A Seluran Udars Tegangun Tinggl 150 kV Lubuk
Alung - Pauh Limo melewati SWP 11LA;

b. Saluran Udsra Tegangan Tingg 150 kV Pariaman -
Lubuk Alung melewati SWP lILA; dan

e, Salurnn Udara Tegangan Tingg 150 kY Singkamk -
Lubuk Alung melewati SWP LA,

(3} Saluran Udarm Tegangan Menengah sehagnimana
dimaksud pada avat (1) horuf b berads pada SWP
LA, BWP LB, SWP IL.C, dan SWP 111D,

(4] Saluran Udara Tegangan Rendabh sebagamana
dimaksud pada avat (1) huref ¢ berada pada SWP
NMLA, SWP LB, 8WP ILC, dan SWP {11.D.

(5] Oardu Listrik sehagnimana dimaksud pada ayat [1)
hurul d, melipuli ;
a. CGardu Induk; dan
b, Gardu Hubung

(6] Gardu Induk sebagsimana dimaksud pada avat (5)
huruf a, berupa Gl 150 kV Lubuk Alung berada di
SWF IIL.A Blok 1II.A.15.

(7] Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada avat [5)
huruf b bernda pada-
a. BWP [ILA Blok IILA4, Blak 111LA7, Biok M1.A9, Blok
I1.AT2, dan Blok MLA17;
b. SWPIILE Blok [1LB.1, Blok 111.B.7, dan Blak 1l 8.0
. SWPNLC Blok IN.C.3: dan
d. SWP LD Blok 11.L.D.3.

(8} Hencana jarmgan energ sebagaimana dimakaud pada
ayal (1] dignmbarkan dalum peta dengan ketelitian
peometri dan kelelitian detnil informasi 1:5.000 (satu
banding lima ribu| tereantum dalam Lampiran V vang
merupakan bagian tidak terpisshkan dar Peraturan
Bupat! in
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Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikas:

Pasal 9

(1] Bencana  jaringan  elekomunikasi  sebagrnimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat [1) huruf d, meliputi:
m jaringan tetap dan
b. jaringan bergerak seluler

(4} Jaringan Tetap sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl a, beripa janngan seral optlk vang melalui
SWF lILA, SWP lIL.B, SWP lILC, dan SWP LILD,

{3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud
pada oayat (1) hurul b, berupn Menarm Base
Transceiver Station bernda pada SWE 1ILA Blok HLA
dan Blok MM.A.7,

(4] Rencana  jaringan  telckomunikasi  scbagaimana
dimaksud padn ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan  ketelitian  gprometri dan  ketelitian  detail
informasi 15,000 [satu banding Hma fdbu) tercantum
dalam Lampiran V1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Hagian Keenam
Rencand Jarmgan Sumber Daya Air

Pasal 10

(1} Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1} huruf ¢, berupa
sislem jarngan irgasi

4] Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimalsud pada
avat (1), meliputi:

a .Jarmgan Ingasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Tersier

(3} Jaringan Irignal Primer sebagaimana dimaksud pada
avat |2} huruf n, melalui SWP [I.A, SWP [ILB, SWP
HLC, dan SWPN1.D

4] Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurul b, melalui SWP [ILA, SWP 1.5,
dan SWPIILC.

3] Jaringan Ingast Tersier sebagmmans dimaksud pads
ayat (3} hurul c, melalui WP 111LA dan SWP [ILB,

6] Rencans jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada avar (1) digambarksn dalam peta
dengan  ketelitisn  geometri dan  ketelitian  detadl
mformas! 1.5 000 (satu banding ma fbu) tercantum
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dalam Lampirnn VIl vang merupikan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Bupati inl.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Alr Minum

Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimakaud
dalim Pasal 5 avat (1) huruf , melipat:
& Unit Alr Baku,

b Unit Produksi; dan
€. Unit Distriboasi.

{3} Unit Air Baku sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berups Bangunan Pengambil Air baku
berada pada SWP I1E.C Blok I11.C.7.

3) Unit Produksi scbagaimana dimaksud pada ayat {1)
haru{ b, berupa Jaringan Transmisl Air Minum,
mebalui SWP HLA, SWP IILB dan SWP LD,

(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢, bemipn Jarngan Distribusi Pembagi, melaio
WP 11LA, SWP LB, SWP IILC, dan SWFP 111D,

(5] Rencana Jaringan air minum sehaguimana dimaksud
pada avat (1] digambarkan delam pets  dengan
ketelitian geometri dan ketelitinn dewnil informasi
1:5000 (satu banding lima mbu) tercantum dalam
Lampiran  VIll yang merupakan  bagian  tdak
terpisahkan dar Peraturan Bupati inl.

Ragian Kedelapin
Rencani Pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan Hmbah
halan berbahaya dan beracun

Pasal 12
(1) Rencana pengelolann alr limbak dan pengelolaan
limbah berbahava dan beracun sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] huruf g berupa
sistemn pengelolaan alr imbah domestik terpurar,
(2] Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat

sehagnimana dimaksud dalam ayat (1}, berupa
insralani pengelolasn air mbab Kota bernda di 3WP
.C Blok M.C.7.

{31 Rencana pengelolann air limbah dan pengelolaan
limbunh bahan berbahays dan bermcun digambarkan
dalam peta dehgan tingkat ketelitian skala 1:5.000
[satu banding lima ribu) sehagaimana tercantum poada
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[4)

=

Lampiran X yang merupakan bagan tdak
rerpisahkan dar Peraturan Bupsat) ind,

Bagian Ketujuh
Rencana Jarngan Persampahan

Pasal 13

Rencana  jaringan  pereampahan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurul h, berupa

Tempal Penamplingan Sémentara berada pada;

a SWP HLA Blok HLA.1, Blok 111.A.2, Blok LAY,
Blok 11.A9, Hick 1I1LA11, Blok NLA.15 Blok
LA LT, Blok NLACLS, dan Blok 111.A,20;

b SWP LB Blok NLB.1, Blok 111.B.3, Blok II1LB.T,
Blok 111.B.8, Blok M.B.9, dan Blok MLB.10; dan

c. SWP NIL.C Blok M.C.5 dan Blok (11.C.6.

Rencana  jaringan  persampahan  sebagnimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan  ketelitinn  geometn dan  ketelitian  detail
informasi 1:5.000 (satu banding lma ribu) tercantum

dalam Lampiran X yang merupaknn baglan tidak
terplsahikan darl Peraturan Bupati ind.

Bagian Kedelapan
Rencana Jarmgin Drainase

Pusal 14
Rencana janngan drainase schagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf |, meliputi:
a. Jaringan Drainase Primer,
b. Jaringan Dralnase Sekiunder; dan
€. «Jarmgan Drimase Tersier.
Jaringan [vainase Primer sebagnimana dimaksod
pada ayat (1) hurul a, melalul SWP [LA, SWP 11 B,
SWF 1I.C, dan SWP 11D,
Jaringan Drainase Sekunder sehagnimana dimaksud
pada avat (1] huraf b, melalui SWP 1[1LA, SWP [ILB,
SWF LG, dan WP 1D,
Jaringan Dminase Tersler sebagaimana  dimaksud
pada. ayat (1) huruf ¢, melalui SWP 1LA, SWP [TLB,
SWP I11.C, dan SWP LD,
Jaringan dralnase sehagaimana dimaksud pada ayvat
(1) digambarinn dalam peta dengan tinglat ketelitian
skala 1:5.000 (satu banding lima ribu] schagaimana
tercantum pada - 18 yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ind.
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Bagian Kesembilan
Rencana Jarmgan Prasarana Lamnva

Fasal 15

(1) Bencana jaringan prasarans Bonnya  sebagnimanna
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf §, meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b Tempat Evakins

(@) Jalur Evakunsi Bencana sebagnimana dimaksud pada
avar | 1) huruf &, melalul fuas:

o Jalan Jambak - Lubuk Simantuang melalui SWP
LA, SWP I11L.B dan SWP IIL.C;

b Jalan Kampung Jambak - Padang Pulai melalui
SWIP I1LA,

[ ]IITJEH Kayu QOadang - Sumanti Hulu melalui SWP

d. Jalan Koto Buruk - Padang Pulai melalul SWP
ILA;

¢, Jalan Pasar Lubuk Alung - Asam Pulau melalui
SWP lLA;

I, Jalen Pasar Lubuk Alung - Teluk Helitd melalui
SWP IILA;

g Jalan Pungguang Kasiak - Balsng Kambaru
melalud SWE TI1LA;

h. Jalan Pungguang Kasiak - Sei Abang melalui SWP
LA

L Jalan Sahsikan - Surmntih melalul SWE LB

j. Jalan Sikaby - Belanti melalui SWP I11LB;

k. Jalan Simpang Rakik - Kampung Koto melalui

SWP LB dan SWP IIL.C;

Jalan Sungal Abang - Singguliang melalui SWP

LA

Jalan Teluk Belibi - Jambak melalui SWP [ILA;

Kuraitaji - Lubuk Alung melalui SWP LA,

Lubuk Alung - Sp. Duku melalui SWP LA

Padang - Pekanbary melalul SWP IILA; dan

Sicincin - Lubuk Alung melalui SWP [ILA.

1] T:mpnl evakuasl schagasimana dimaksud pada ayat
(1) hurul b, berupa tempat evakuansl sementars yang
berada pada
a. SWP LA Biok Il A6, Biok ILA.13, Blok I11.A 15,

dan Blok [11.4.19;
b. SWP M.B Blok l11.B.7; dan
¢. SWP IN.C Blok I11.C.3, dan Blok I11.C.5

(4] Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} digambarian dalam peta
dengan  lketelitian geometri dan  ketelittan  detail
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informasi 1:5.000 |satu banding lima ribu) terenntum

dalam Lampiran X| vang merupakan begian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAR V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Lfmikimn

Pasal 16

(1] Bencana Pola Rusng sehagaimana dimaksud delam
Pasal 2 huruf d, terdinl atas:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

[2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] dignmbarkan dualam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detall informasi 1:5.000 (satu
banding lima ribu} tercantum dalam Lampiran XII
vang merupakan baglan tidak terpisshkan dan
Pernturan Bupat! fni

Bagran Kedua
Zoma Lindung

Pasal 17
Zona Lindung sebagumana dimaksud dalam Pasal 16
aval (1) hurufl &, meliputi .
. Zona Badan Air dengan kode BA,
b, Zana Perfindungan Setempat dengan kode PS; dan
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragral i
Lo Badan Adr

Pasal 18

Zora Badan Air dengan kode BA sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf a. dengan luas 157,56 (seratus

lima pulub tjuh koma lima enam) hektare berada pada:

o SWF LA Blok |11LA1, Blok 11LA.2, Biok 111.A3, Blok
LA 4, Blok ILAS, Blok NLAG, Blok HL.A7 Blok
M.A8, Blok 1A, Blok 11.A10, Blok MA 11, Blok
M.A 12, Blak 1LATY, Blok HLA 14, Blok MIA.15,
Biok 11 A16, Blok ILA.1T, Blok MLA.I8, Blok
1A 19, Bilok M.A.20;

b SWP lIL.B Blok IILB.1, Blok 11.8.2, Hlok 111.B.3, Blok
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.84, Mok I1.8.5 Blok 111.836, dan Blok HLB.8;

. SWP INLC Bk HLC.1, Blok 11.C.3, Blak INLC.5,
M.C.7; dan

d. SWP [[1.D Blak 111.00.1, Blak I1.D.2, Biak NL1.3, Blak
D4, Blak D5, dan Blek 11.D.6,

Paragral 2
Zomin Perlindungan Setem pat

Pasal 19
Zona  Perlindungan Setempat  dengan kode PS
schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurul b, dengan
luss 152,11 {seratus hma puluh dua koma satu satu)
hektare berada pada
n. 3WP ITLA Blok NLAZ, Blok NLA.S5, Blok HLAG, Blok
NLAT, Blok I1LAK, Blok [I1LA.11, Blolk LA 12;
b. SWP IILB Blok [11.B.1, Blok 111.8.2, dan Blok 111 B.8;
¢. SWP IIL.C Blok 111.C.1, Blok 11.C.3, Blok M.C.5, Blok
i, C.6, Blok H[L.C.7; dan
d. SWP 111.D Blak 110.12.1, Blok 11.0.2, Blok 111.D.3, Hiok
1D, Biok 11.00.5, dan Blok 11106,

Parngraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasa) 20
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sehagnimana dimaksud dalam Pasal 17 hurul e,
dengan luns 382,71 (tigh ratus delapan puluh dua
koma tujuh satu) hektare terdin atas -
&, Sub-Zona Taman Koia dengan kode RTH-2;
b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
¢. Bub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
e. Sub-Zona Jalur Hyau dengan kode RTH-8
(4] Subr-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2,
sebagnimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a, dengan
luas 353,33 (tiga ratus Hma puluh tiga koma tiga tiga)
hektare, berada pada:
a. SWFP IILA Blok 1ILAS, Blok M.A6, Blok 1LASE,
ﬁ-:,n: lI'.I';'lI..I'I..I 1, Dok (LA 15, Blok NL.A1T, dan Blok
b. SWP 1B Blok 11L.B.1, Blok 111.6.2, Biok [11.C3,
Blok M1.C.6, Biok I11.8.8, dan Blok 11 B.10; dan
€. BWTI.C Blak I11.C.4 dan Rlok I11.C.5.
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(3] Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
luas 0,72 [nol koma tujuh dua) yang berada di SWP
A Blok HHLA15,

(4} Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4
sehagaimana dimaksud pada aval (1) huruf ¢ dengan
luas 2,75 (dua koma tujuh Hma) berada pada
a. SWP JILA Blok LA, Blok [1L.A13, dan ILA 15

dan
b BWFPHLD Blek 1122,

[5) Sub-Fona Pemakamsn dengan kode RTH-T
schagnimana dimaksud pada avat (1) huruf d. dengan
luas 1,56 [satu koma Hma enam) hektare, bernda
pada SWP [ILA Blok [L.A11, Blok MLALS, Blok
AT, dan Blok 111A19.

(6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf . dengan
luna 2438 (dum puluh empat koma tign delapan)
hektare yang meliputi :

a. SWP LA Blok IILA1, Blok TILA.3, Blok [TLAA4,
Blok MLA.S, Blok ILAG6, Blok 1ILA7, Blok lILAE,
Biok HLA9, Blok [11.A10, Blok IILA 11, Blok
1A 14, Blok [ILA 18, dan Blok 111.A.19;

b. SWP LB Blok IILB. ] dan Blok I11.B.8; dan

c. SWPILC Blok IIL.C.5

Bagian Ketiga
Jona Budi Dava

Pasal 21

Zona Dudi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat {1} huruf b, terdiri atas;

Lona Badan Jalan dengan kode BJ;

Zoma Pertanian dengan kode P,

Zona Pembangkitan Tenagn Listrik dengan kode PTL
Zona Perumahan dengan kode R;

Zoma Sarana Pelavanan Umum dengan kode SPU;
Zona Fuang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
Zonn Perdagangan dan Jass dengan kode K;

Zona Perkantoran dengan kode KT; dan

Lonma Transportasi dengan kode TR

TEpm SO R0 R

Puragraf 1
Zona Badan Jalan
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Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ  sebagumana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 149,71

[seratus empat pialub sembilan  koma  tujub satu)
hekiare, berada pada ;

a.

(1)

(2)

SWP liLA Blok lILA.1, Blok 11LA.2, Blok IL.A.3, Blok
a4, Bk 1ILAS5, Hok [[1LAG, Blok 1LAT, Bk
IM.AS, Blok 1LAS, Blok LA 10, Blok [ML.A11, Blok
LA 12, Blok II1.A.13, Blok [11LA.14, Blok 1LA.15, Blok
HLA16, Blok I11.A 17, Blok 111LA 18, Blok [I1.A.19, Biok
[LA.20;

WP [IL.B Blok 11LB.1, Blok N.B.2, Blok 1183, Blok
iLB.4, Blok 1.B.5, Blok 11.B.6, Blok 11LB.7, Blok
1L.B.8, Blok [11.B.9, Blek 111 8.10;

SWP IIL.C Blok II.C.1. Blok I1.C.2, Blok M.C.3, Biok
1.C.4, Blok N1L.C.5, Blok 111.C.6, Blok 111.C.7; dan

- BWP [IL.D Blok 111,031, Blok 111L.D.2, Blek 0.3, Blok

D4, Blok II1.0.5, dan Blok [11L.D.6.

Paragral 2
Lo Pertamian

Pasal 23
Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan luas
1.226,36 (seribu dua mtus dua puluh enam koma
tiga enam) hektare meliput::
a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
b Sub-Zona Hortikultura kode P-2;
¢. Sub-Zona Perkebunan kode P-3; dan
d. Sub-Zona Peternalmn dengan kode P-4.

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P}

sebagaimana dirmaksud pada ayat (1] huruf a dengan

luns scbesar 526,58 (Hma ratus dus puluh enam
koma lima delapan) hektare, berada pada:

a SWP LA Blok HLAL, Blok I1L.A3, Blok [ILAS,
Blok IL.A9, Blok ILA10, Blok M.A14, Blok
HLA 15, Blok LA 16, Blok 1MA.17, Blok HILA I8,
Hlok MLA. 19, Blok 11L.A.20,

b SWFP [.B Blok L8B3, ok N1.B.5, Blok 1.B.9,
Blok 11LB. 10

e, Eil’ NL.C Blak 11.E.1, Blak I1.C.2, Blok 111.C.3:

d. 3WP ULD Blsk M.D.1, Biek 11L1.2, Blok I1.D.3,
Blol 111.0.4, Blok [11.D.5, Blok 1.0.6
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(3} Sub-Zonm Hortikultum dengan kode P-2 sehagnimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas sebesar
B21.98 (deinpan puluh dua koma sembilan delapan)
hekare, bernda poada:

A SWPIILA Blok ILA. 16 dan Blek [1L.A.20;

b. SWPIILC Blok IILC.3; dan
c. SWF LD Blok 11103,

(4] Sub-Zona Perkebunan kode P} schagnimana
dimaksud pada ayat [1) huruf ¢ dengan luas sebesar
59938 (ima ratus sembilan puluh sembilan koma
tiga delapan) hektare, meliputi:

a. SWP LA Blok IILA.2, Blok IILA.5, Blok LAG,
Blok ITLA.Y, Biok H1.A.8; Blok LA 11;

b SWPILB Blok 111.B.4, Blok 11.B.5, Blok I1L.B.9;

c. SWP HLC Blok M.C.1, Biok M.C.2, dan Blok
I1.C.3; dan

d. SWP lILD Blok M D.1, Blok 111.0.2, Hiak 1L.D.3,
Biok [11.D.4, Blok [IL.D.5, Blok I1.D.6.

(3] Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 schagaimana
dimaksud dalam avat (1) hurul d, dengan luas 16,00
(enam belas koma nol nol) hektare yang berada di
SWP IIH.C Blok 11.C.1 dan Blok H1.C.3.

Paragraf 3
Zona Pembanghitan Tenaga Listrik

Pasal 24

Zora Pembangkitan Tenaga Lwmirik dengan kode PTL
schaguimana dimaksud dalam pasal 21 huruf ¢, dengan

luas 3,02 [tiga koma nol dua) hekiare, vang berada di
SWF A Blok L.A.15.

Paragraf 4
Zoman Peru mahan

Pasal 25
(1) Zona Perumahan  dengan kede R sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dengan luas
1.347.65 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh koma
enam lima) hektare mediputi:
8. Sub-Zoma Perumahan Kepadatan Tinggl dengan
kode R-2;

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan
kode R-3; dan
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¢. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendsh dengan
kode E-4

i2) Sub-Zona Perumahan Kepadaton Tinggl dengan kode
R-2, sebagnimann dimaksud pada ayat (1) hurul &
dengan luas 48983 (empal mtus delapan pulub
sembilan koma delapan tigs) hektare, berada pada
n. SWP LA Blok M.A.1, Blok NLA.2, Blok IILA3,
Blok 1I1A4, Blok ILAS, Blok 1IIAG, Blok 1ILAT,
Biok 11.AD, Blok [LA.1l, Blok ILA1S, Biok
HLA 17, Blak HILA 19, Blok I1LA.20; dan

b SWF IILE Hlok NL.B1, Rok [I1H.2, Blok Il 8.4,
Blok HLA.7, Blok [LB.8

(3 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan
kode R-3, sebagaimanan dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan seluas 558,00 (lima ratus sembilan
puluh delapan koma nol nol) hektare, berada pada :
a SWP LA Blok LA 1, Blok [11.A.2, Blok H].A6,

Biok IILA8, Blok 1LA9, Blok MLA11, Blok
NATS, Blok MALS, Blok IM.A 17, Blok I11.A.18,
Blolk 11.A. 19!

b. SWP IILB Blok ILB.1, Blok 111.B.2, Blok 111.B.3,
Blok [LB.4, Blok 111.8.5, Blak [IT.D.6, Blok 111.B.8,
Blok I.B.9, Blok M.B.10; dan

c. BWPILC Blok 11.C.3, Blok I[1.C.6, Blok I11.C.7.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan
kode R-4, sebagumana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢, dengan luas 259,82 (dun ratus lima puluh
semhilan koma delapan dun) hektare, meliputi |
a SWP LA Blok A2, Blok HLAJ, Blok INLAS,

Blok [H.A.6, Biok [ILA.T, Blok ITL.A.8, Blok I11.A9,
TB[h:h MAT0, Blok MML.A.12, Blok NLA 13, Blok
A 14,
b, SWP LB Blok lILB.1, Blok 111.B.8, Blok I11.B.10;

c. SWP L.C Blok M.C4, Blok IIL.C.5. dan Blok
ILC.7: dan

d. SWP HLD Blok [11.0.1, Blok 11112, Mok [11.D.3,
Blok 11.D.4, Blok I11.D.5, dan Blok 111.D.6

Paragral 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26
(1) Zona Sarana Pelavanan Umum dengan kode SPU
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurul e,
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dengan luas 58,50 (lima puluh delapan koma lima
nol| hektare, meliput
A Hub-Zona SPL Skals Kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SFU Skaln Kecamatan dengan kode
SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-
= 1

(2) Sub-Fona SPU Skala Kota dengan kode 3PU-)
sehagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf a, dengan
luas 43 22 [empat puluh tiga koma dus dua) hektare,
berada pada:

a. SWP [ILA Blok ILAS, Blok ILA.T, Blok NILAS,
Blok 111.A. 10, Blok LA 15, Blok LA 19; dan

b. SWP LB Bick I11.B.4, Blek I1.B.5, Blek II1LB.7,
dan Blok 11LB 9

(3} Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengnn kode SPU-2,
sehagnimana dimaksud pada avat (1) harul b, dengan
Lﬂi 9,37 [sembilan koma tiga tujuh| heltare, berada
A

a. SWP IILA Blok WA 1, Blok NLA.3, Blok I11.AS,
Blok MLA7, Blok 1ILAO, Blok NL.A10, Blok
[I.A.11, Blok ILA.15, Blok HLA.17, Blak 111.A.19,
Blok 111.A.20;

b SWP LA Blok 11L.B.8, Blok I11.8.10;

c. SWP IIL.C Blok NMLC.3, Blok 01.C.4, Biok 111.C.7;
dan

d. SWP LD Blok MD.2

(4} Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU.3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢, dengan
luas 592 (lima koma sembilan dua) hektare, berada
pada
a 3WP LA Biok LA |, Blok 11LA2, Blak 11.A5,

Blok IHAG, Hlok [11A.T, Blak [1.AR, Blok 111.A9,
Blok A ll, Blek HLA13. Blok NLA.14, Blok
NLA LS, Blok ILA.17, Blok 111.A 19, Blak 111.A, 20

b. SWP [ILB Blok 111.B.1, Blok I11.D.2, Blok IL.B.4,
Blok WL.BA, Blek |I1LB.7, Blok lLBE, Hiok
I8, 10;

c. SWP lIl.C Blok M B.3, Blok (I.B4, dan Biok
H1.B.6; dan

d. SWP LD Blok 111.B.2 dan Blok |11.B.5
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Parngraf &
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 27
Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dengan
luas 29.69 (dua puluh sembilan koma enam sembilan)
bernda pada:
a. SWP LA Blok lIILA6, Blok 111L.A.7, Blak H1AK;
b. SWP [I1,B Blok 1IL.B.5; dan
c. SWP IIL.C Blok 111.C.5, dan Blok [11.C.7.

Paragraf T
Zonn Perdagangan don Jasa

Pasal 28

(1} Zona Perdagangan dan Jass dengan kode K

dimaksud dalam Pasal 21 hurul g

dengan luas 205,45 (dua ratus fima koma empat limaj
helctare terdin atns

. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

dengan kode K-1; dan

b. Bub-Zona Pendagangan dan Jasa Skala WP

dengan kode K-2,

[2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan
kode K-1, sebagnimana dimaksud pada avat (1) hurf
a, dengan luss 63,17 (enam pulah tiga koma tujub
belas| hektare, vang berada pada SWP LA Blok
LA 1, Hiok [I1.AS, Blak 111.A9, Blok LA 15

(3] Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2 sebagatmans dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dengan luas 142,28 (seratus empat pulub dus
komia dua delapan) hektare, berada pada
A SWP LA Blok III.A.2, Blok 1I1.A.4. Blok [ILAS
Hiok I11LA.7, Blok I1L.A 10, Blok 111.A11;
b SWP ITI.B Blok MIL.B.1, 11ILB.4, Blok M.B,7, Blok
[11.8.8 Blok I1.B.9, Blok 111.B,10; dan

€. SWP II1.C Blok N1.C.3, Blok [11.C.4, Blok IIL.C 6,
Riok I1.B.7.

Praragral B
Zona Perlcuntorun

Pasal 20
Zona Perlantoran  dengan  kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengin luas 0,37 Ha
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(mol koma tign tujuh) helktare meliput

a. SWP LA Blok 11LA.5, Blok 1ILA9, Blok I1LA.17, Blok
11.A.19, Blok [11.A.20;

v, SWP IILE Blok 1T B, dan

e, BWPILC Blak 1IL.C.3.

Faragral 9
Lona Transportasi

Pasal 30
fornd  Transporiasi deéngan kode TR sehagaimana
cimaksud dalam Pasal 21 huruf i, dengan luas 0.28 [nol
koma dun delapan) hektare, bernda di SWP A Blok 111LAS,

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

(1} Ketentuan  Pemanimatan Ruang  sehagaimana
dimalsud dalam Fasal 2 hurul e, merupakan acuan
dalarn mewujudkan rencana Struktur Ruang dan
rencand Pola Huang sesual dengan RDTR Kawasan
Perkotaan Lubuk Alung.

(¥] Ketentuan Pemanfantan Ruang RDTR schagnaimana
dimaksud pada ayat (1), terdini stas
. RKKKPR; dan
b Program pemanfastan ruang prioritas.

Bagian Kedua
KRKPR

Pasal 32

(1) Pelaksanaan KKKPR schagnimana dimaksud dalam
Fasal 31 avat (2] hurul a dilaksanskan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

I2) KKKPR  sebagaimans  dimaksud pada  ayvat (1)
diberikan berdasarkan kesesuaian rencens  Jokasi
kegintan,
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Bagian Ketign
Program Pemanfastan Ruang Prioritas

Panal 223

(1) Progmm Pemaninatnn Ruang prioritns sehagnimana
dimaksud dalam Pasal 31 avat (2] huru! b, disusun
berdasarkan indikasi program utama 5 [lima)
tahunan, meliputi:

A program prioritas;
b. lokasi;

€. waktu pelaksanaan;

d. sumber dana; dan

e, instansl peluksana,

(2) Program prioritas sehagaimana dimaksud pada aynt
(1) huruf &, meliput-

a program perwujudan rencana Strukiur Ruang
dan
b program perwujudan rencana Pola Ruang,
(3] Lokasi sebagnimana dimaksud pada ovat (1) huraf b,
merupnkan tempat program Pemanfaatan Ruang
akan dilaksannkan.
(4] Wakiu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurul o, terdinl atas 5 {lima) tahapan mekiputi
& Program Jangka Menongah - 1 (PIM - 1) tahun
2024,

b Program Jangka Mensngah - 2 (PJM - 2) tahun
202520245

¢ Program Jangka Menengah - 3 (PJM - 3] tahun
2030-2034;

d Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 4] tahun
2035-2039; dan

e. Program Jangka Menengah - 5 (FJM - 5] tahun
A040.2044

{5) Sumber dana sehagaimana dimaksud pads syat (1)
huruf d, terdiri atas
& anggaran pendapatan dan belanja negam;

b. anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah
provinm;
e, anggaran pendapatan dan  belanja  daemmh

kabupaten;
d. swisina;

¢. Masyarakat; dan /atau
£ sumber pembiayaan lnin yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
(6) Insiansl pelaksansan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf e, tercin ams.

PARLAF 114 /
B EEE 1AM

RECTLA

f:’"ﬂf’;‘




kementerian | lembagn;

Perangkat Dacrah;

EWARLA,

Manyaralit, doan/atnug

pemangku kepentingan lunnva.

[N F'mgrlm Pemanfastan Ruang Prioritas scbagaimana
dimaksud pada aynt (1) tercantum dalam Lampiran

XKl vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupat| im

nasER

BAB VI
PZ

Baman kesatu
Lhmum

Pasail 34
(1} PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurof f,
herﬁ.lng! achugai:
perangkat opermsional pengendalian Pemanfaatan
Ruang;

b. acuan dalam pemberian (mn Pemanfastan Ruang,
termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara
dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;

€. wcuan dalam pemberian insentl dun disinsentif,

d. rujukan teknin  dalam pengembangan  atau
pemanfaatan lahan; dan

e. penctapan lokasi investani.

[7) PZ webugnimana dimaksud pada ayat (1), memiliki
manfaat sehagai:

A menjmin dan menjaga  kualiths ruang WP
minimal vang ditetapkan;

b menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan
memintmalkan penggunaan lahan vang tidak
sesuni dengan karakteristik Zona; dan

¢ meminimalkan gangguan atau dampak negatif
terhadap Zona

19} Muatan PZ sebagaimana dimaksud pada avat (1),
berupa Aturan Dasar, meliputh:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

kelentuan intensitas Pemanfaatan Rusng;

ketentuan tata bangunan:

ketentuan prasamna don sarana minimal;

Ketentuan Khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.
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{4) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
meliputi
a  Aturan Dasar Zona Lindung, dan
b. Aturman Dassr Zons Budi Dava.

Bagan Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pusal 35
(1) Keteriluan kegiatan dan  penggunaan  lahan
schagnimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf
a merupakan ketentuan kegiatan Pemanfnatan Ruang
untuk menyatakan kelavakan suatyu kegiatan tertentu
pada sudtu jenis sona terteniu.

12} Ketentuan |kegatan don  penggunaan  lahan,
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan
sehagni berikut :

& klasifikasi |, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan
vang diperbolehkan / diizinian:

b. kilasifilkasi T, yaitu kegatan dan penggunsan
lahan yang bersvarat secarn terbatas;

€ kiasifikasi B, wvaltu kegialan dan penggunann
lahan yang bersvarmt tertentu; dan

d. klamfikasi X, wmitu kegintan dan penggunann
lahan yang tidak diperbolehkan,

(3] Kegiatan dan penggunsan lahan yang bersvarat
secara terbatas schagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, meliputi :

a TI vaitu untuk pembatasan KDB sebesar $0%

b. T2 ymitu pembatasan kegiatan diperbolehkan
hanya untuk kegiatan yang sudah beroperasi di
datam blok: dan

c. T3 wailu pembatasan kegiatan diperbolehkan
hanys untuk industri skala usaha keal yvang tidak
berpolensi menimbullkan pencemamn lingkungan
hidup vang berdampak luas.

(4] Regiatan dan penggunann lahan vang bersvarat
secara tertentu sebagaimana dimakeud pada aymt (2]
hurufl b, meliputi :

a Bl vaitu keglatan yang bersvarat wajb memiliki
persetujuan instanst berwenang, dan

b. B2 waitu  kegiatan yang memerlukan  izin
manyarakil sckitar.

15] Ketentuan kegintan dan penggunaan lahan tercantum
dinajikan dalam bentuk tabel/matrik (Matrik 1TBX)
schugrimana tercantum dalam Lampimn XIV yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permturan
Bupafl ini.

Bagan Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemaniaatan Ruang

Pasal 36

{1) Kententuan intenstas  Pemanfastan Ruang
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 34 ayat (3] hurf
b meliput :
a. KDB maksimum,
b. KLB maksimum;
. RDH minimum; dan
d. luas kaveling minimum pada Zona Perumahan

(2] Luas kavling minimum pada Zona Perumahan
scbagnimana dimaksud pada ayat (1) huref d sebesar
Bim? (delapan pulub empat meter perneg)|

(3} Retentumn intensitis Pemanfantan Ruang  untuk
masing-masing kegiatan di masing-masing Zona dan
Sub-Zona dijelaskan lehih rinci  sehagnimana
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan darl Pemturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37
(1] ketentuan ftata bangunan sehdgaimana dimaksud
dalam Pasal 34 avat (3] huruf c meliputi
TH maksmiim;
G5B samimiim;
JHAB minimum;
JBS;
JBB; dan
Tompilan bangunan.

(2] Tampllan bangunan sebagabmana dimaksud peda
ayvat (1) hurul {, adalah penerapan langgam arsiteltur
bangunan minangkabau pada Zona Perkantoran.

[3] Retentuan tata bangunan sehsgamana dimaksud
pada ayat (1) schagaimana tercantum dalam
Lampiran XVl merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peralumin Bupati {ni.
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Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana den Sarana Minimal

Fasal 14

Ketentumgn  prasamana  dan  sarane  minimal

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat [3] huraf
d, meliput -

irigasi teknis,

Jalur pejalan loaki;

ruang terbuka hijau;

ruang terbuka non hdjau;

utilitas perhotnnmn,

prasarana lingkungan; dan

fasiliias pendukung

Ketentumn  prasarana  dan  sarana  minimal
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran XVl yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dar Peraturan Bupati inl.

meY AN TS

Bagian kKeenam
Ketentuan Khusus

Pl 39
Hetenituan Khusus scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (3) hurufl e terdi atas
a  kawasan kesclamatan opernsional penerbangan;
inhan pertanian pangan berkelanjutan;
kawasan rawan bencana;
tempat evakuam hencana:
knwnsan sempadan; don
kawasan pertambangan mineral dan batubara

netentuan Khusus sebagammana dimaksud pada ayat
(1] tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XIX,
Lampimn XX, Lampiran XX, Lampiran XX,
Lampiran XXIlIl dan Lampimn XXIV berupa tabel
ketentuan khusus dan digambarksn dalam peta
dengan tngkat ketelitian skala 1:5.000 {satu banding

Hma ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar Pernturan Bupari ini
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Bagian Ketujuh
Ketentiuan Pelakssnasn

Pasn| 40

(1} ketentuan pelaksanaan  sebagnimana  dimaksod
dalam Pasal 34 ayar (3] hurul f, berupa ketentuan
pemberian insentil dan disinsetil

(4) Ketentuan pemberian  insentil  dan  disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayal (1] merupakan
ketentuan vang memberikan insentif bag kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata
runng dan memberikan  dampak positil  bag
Masyarakat, serta vang memberikan disinsentil bagi
kegiatan Pemanfastan Ruang yang tidak sejalan
dengan Rencana Tals Ruang dan memberikan
dampak negatif bagi Masyarakat.

(3] Inmentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan apabila Pemanfuatan Ruang sesuai dengan
RDOTR wschingga perlu didorong namun tetap
dikendalikan pengermbangannya.

(4) Disinnentil sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
mierupakan perangkat untuk mencegah dan/atau
memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan
Ruang vyang sejalan dengan RDTR dalam  hal
berpotensi melampaui  dava dukung dan  dava
tampung kngkungan

(5] Insentil dan disineentil diberikan dengan ietap
menghormati hak yvang telah ada terdebih dahulu
scuuni dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangsn

(6) nsentil dan disinsentll dapat  diberikan kepada
Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(7] Insentil kepada Pemerintah Daermh  schagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:

o pemberian Kompensasi;
b. pembenan penyedisan prasarana dan sarana; dan
€. penghargnnn.

(8] Insentil kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
padln avat (6) dapat diberikan dalam bentuk

keringanan pajak dan fatau retribusi;

pemberian kampensasd;

imbalnr;

BPWA MIsng;

urun saham; dan

penvediaan prasarana dan sarmna.
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(9 Dimingentil kepadn Pemerintah Dasrah sebagaimnna
dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam
btk
4. pombatnsan penyediaan prasarnna dan sarana;

dan /stau
b, kewajiban memben kompensas,

(10} Disinsentif  kepada Masvarakat  schagaimana
dimaksud pada nyvat (6} dalam bentuk:

A petgenasn pajak dan/atou retnbusi yang tingst:
dan /amu
b, kewajiban member kompensasi atau imbalan.

(11} Ketentuan lebih lanjut mengend tatn cara pemberian
inmentil dan disinsenti§l diatur dengan Perntumn
Bupati

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk
Alung adalah 20 (dua pulubh) tahun dan dapat
ditimjiu kemball | [satu) knl dalam 5 (lima) tahun,

{2} Dalam ha! terjadi perubahan bnglungan strategs,
peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk
Alung dapat dilakukan lebih dari 1 [satu) kall dalam
aetiap penode 5 (ma) tahunan

{3) Perubahan lingkungan strategis  sebagaimana
dimaksud pada avat (3], berups:

a. bencana alam yvang ditetapkan dengan pernturan
perundang-undangan;

b perubshan batas teritorial negara vang ditetapkan
dengan undang- undang:

¢. perubshan batas Dacruh vang ditetapkan dengan
undang-undang atau

d perubahan kebijmkan nasional vang bersifut
strategis

{4) Perubahan kebijakan nasional vang bersifat strategis
sebagnimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimpliknni puda  peninjauan kembali Pernturan
Bupali tentang ROTR Kawasan Perkotaan Lubuk
Alung Tahun 2024-2044 dupat direkomendasikan
oen Forum Penataan Runng

{5 Rekomendasi Forum Penatasn Ruang sebagaimana
dimalsud pada avat (4] diterbitkan berdasarkan
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a. penetapan  kebjjukan nasional yang  bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;
dan / stau

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nashonal,

(6) Permturan Bupatl ini dilenghkapl dengan mater teknm
dan album peta vang merupakan bagan tidak
werpisahkan dar Peraturan Bupati ini,

HAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat peratumn Bupan im muial berlaku, maka:

(1) KKPR vang relah dikeluarkan dan telah sesual dengan
ketentuan Peraturan Bupati ind, tetap berlaku sesuni
dengnn masa herlakunya,

(4] KEPR yang telah dikelunrkas tetapl tidak sesund
dengan ketentuan Peraturan Bupat] ind-

A untuk vang belum dilaksanakan
pembangunannva, i@in  lerscbul  disesuaikan
dengan fungsi Sub-Zona berdasarkan Permiuran
Bupati ini;

b untuk Yang suilah dilaksanakan
pembangunannya, Pemanfastan Ruang dilakukan
sampal izin terkait habin masa berlalunya dan
dilakukan penyesuaian dengan fungs: Sub-Zona
berdasarkan Peraturan Bupati inf; dan

e, unfulk ViLrg uudah dilaksnnakan
pembangunannye  dan  tdak  memungkinkan
untuk dilakukan penyesusian dengan fungsi Sub-
Zoma berdasarksan Peraturan Bupati inl, @in vang
telah diterbitkan dapat dibatalkan dan werhadap
kerugian  yang ditimbullkan sebagai  akibat
pembatalan  izn tersebut  dapat  diberikan
penggantian yvang lavak, dengan memperhatikan
indikantor harga pasaran serta sesual dengan nilal
objek pajuk Daemah dan menyesuaikan dengan
kemampuan keuangan Dasmh vang dilaksanakan
sesuml dengan ketentuan peraturan perundang-
un N

{3 Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habls dan
tidak sesunl dengan Pernturan Bupati ini dilakukan
peryesumian dengan fungsl Sub-Zona dalam RDTR
melali KKKPR sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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(4) Pemanfsatan Ruang vang diselenggaralan tanpu izin
dun bertentangan dengan ketentuan Peraturnn Bupat
inl, Pemanfastan FRuang vang bersangkutan
ditertiblean dan disesunikan dengan fungsi Sub-Zona
dalam RDTR yang ditetapkan dalan Peraturnn Bupati
i

HAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap omng mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Padang
Prarinman

ditetapkan di Parit Malintang,
paca tangeal
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangian di Parit Malintang

pada tanggal ..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REFENALDI RILIS

HBERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN __ NOMOR..

= smm m

RETUA RN

Ay



